MA Keluarkan Putusan Kasus Tipikor Pengadaan Lahan Bandara Perintis
Hukuman Dua Terpidana Lebih Berat

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,22/07/2024

BONTANG — Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi terhadap
dua terpidana kasus tipikor pengadaan lahan bandara perintis, meliputi Basir dan Rendy
Iriawan. Hukuman yang diberikan pun lebih berat dibandingkan Putusan Pengadilan
Tipikor Samarinda sebelumnya.

Kasi Pidsus Kejari Bontang, Ferdinan Sebayang membenarkan bahwasanya MA telah
mengirimkan informasi terkait putusan kasasi. Hasilnya kedua terpidana masing-masing
divonis enam tahun penjara.

“Selain itu masing-masing terdakwa juga harus membayar denda senilai Rp300 juta,”
kata Ferdinan.

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
selama tiga bulan. Sebelumnya terpidana dijatuhi amar putusan dari Pengadilan Tipikor
Samarinda masing-masing dua tahun tiga bulan penjara. Selain itu, keduanya harus
membayar denda masing-masing Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Saat itu JPU melakukan upaya banding. Putusan banding pun hanya bersifat
menguatkan amar sebelumnya. Sehingga JPU menempuh jalan kasasi. “Kalau
Noorhayati kami belum dapat informasi terkait putusan kasasinya,” ucapnya.

Padahal, JPU menuntut terdakwa dijatuhi hukuman berbeda. Terdakwa Basir dituntut
8,5 tahun. Sementara, terdakwa Noorhayati dan Rendy Iriawan 7,5 tahun. Perbuatan
terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp5.256.958.100.
Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli BPKP

Perwakilan Kaltim.
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Dari barang bukti yang telah dikantongi terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan
lahan. Besarannya mulai Rp205.700.000 hingga paling tinggi Rp1.841.270.000.
(ak/rdh)
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Catatan:

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang
tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
tahun; dan

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh
pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
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